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Abstrak 

 

Kejahatani yangi seringi terjadii adalahi pencuriani dengani berbagaii jenisi yangi 

dilatarbelakangii karenai kebutuhani hidupi yangi tidaki tercukupi.i Tindaki pidanai pencuriani 

dengani pemberatani merupakani pencuriani biasai yangi dalami pelaksanaannyai disertaii 

olehi keadaani tertentui yangi memberatkan,i misalnyai dilakukani dengani bersekutui duai 

ataui lebihi pelakui dani dilakukani padai malami hari.i Permasalahani yangi dikajii adalahi 

bagaimanai penegakani dani penerapani sanksii pidanai bagii prajuriti TNIi yangi melakukani 

tindaki pidanai dengani pemberatani dalami studii putusani Nomori 85-K/PM.II-

09/AD/VII/2018. 

Metodei penelitiani yangi digunakani yaitui sebagaii berikut,i spesifikasii penelitiani inii 

menggunakani Deskriftifi Analitisi yaitui dengani metodei penelitiani dengani carai 

memberikani data-datai dani faktai bahani hukumi primer,i sekunderi dani tersier.i Metodei 

pendekatani yangi digunakani yaitui secarai yuridisi normatifi yangi menitikberatkani padai 

penelitiani terhadapi norma-normai hukum,i kaidahi hukumi sedangkani studii lapangani 

digunakani untuki memperolehi datai primeri yangi diperolehi darii instansii dengani masalahi 

penelitian. 

Putusani Perkarai Nomori 85-K/PM.II-09/AD/VII/2018i yaitui tentangi tindaki pidanai 

pencuriani dengani pemberatani yangi dilakukani seorangi militeri dani temani sipili lainnya.i 

Peraturani Mahkamahi Agungi Nomori 2i Tahuni 2012i tidaki hanyai bersinggungani dengani 

Kitabi Undang-Undangi Hukumi Pidanai saja,i melainkani bersinggungani jugai dengani Pasali 

205i Kitabi Undang-Undangi Hukumi Acarai Pidana,i dalami kasusi tersebuti hakimi 

menjatuhkani pidanai bersyarati yaitui Pidanai Penjarai selamai 4i (empat)i bulani dengani 

masai percobaani 6i (enam)i bulan. 

 

Kata Kunci : Pertanggungjawaban; Pencurian dengan Pemberatan; Militer; Pidana Percobaan  

 

Abstract 

 

The common crime is theft with various types that are backed up because of the unfulfilled 

needs of life. Theft crimes with the circumcision is a normal theft in its implementation 

accompanied by certain incriminated circumstances, for example is done by Allied two or more 
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actors and performed at night. The problems examined were how the enforcement and 

implementation of criminal sanctions for TNI soldiers who committed criminal acts with the 

exposure in the study of the Decree No. 85-K/PM. II-09/AD/VII/2018 

 The research methods used are as follows, the specification of this research using analytical 

Deskriftif is by research method by providing the data and facts of primary, secondary and tertiary 

legal materials. The method of approach used is the normative juridical which focuses on the 

research on legal norms, legal rules whereas field studies are used to obtain primary data obtained 

from agencies with problems Research. 

Thei researchi methodsi usedi arei asi follows,i thei specificationi ofi thisi researchi usingi 

analyticali Deskriftifi isi byi researchi methodi byi providingi thei datai andi factsi ofi primary,i 

secondaryi andi tertiaryi legali materials.i Thei methodi ofi approachi usedi isi thei normativei 

juridicali whichi focusesi oni thei researchi oni legali norms,i legali rulesi whereasi fieldi studiesi 

arei usedi toi obtaini primaryi datai obtainedi fromi agenciesi withi problemsi Research. 

 

Keywords: Accountability; Theft by Granting Weights; Military;  Criminal experiments 

 

 

A.  PENDAHULUAN 

 

Kejahatani pencuriani yangi 

tidaki hanyai dilakukani dii kotai 

besari sajai tetapii sampaii 

kepelosoki daerah.i Salahi satui 

bentuki kejahatani yangi seringi 

terjadii adalahi pencuriani dengani 

berbagaii jenisi yangi 

dilatarbelakangii karenai 

kebutuhani hidupi yangi tidaki 

tercukupi.1 Terlebih lagi tidak hanya 

dilakukan warga sipil namun 

prajurit Tentara Nasional Indonesia 

(TNI). Secarai ideali kalangani TNI-

lahi senantiasai diharapkani 

menjadii panutani bagii masyarakati 

yangi lain.i TNIi dalami 

kapasitasnyai sebagaii aparati 

Negarai haruslahi menjadii panutani 

masyarakati sehinggai hubungani 

dengani rakyati tetapi terjalini baik,i 

hali inii berartii bahwai citrai TNIi 

                                                      
1
 Dito Astawansyah, ‘Tinjauan Kriminologis 

Tentang Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor 

Roda Dua’, (Skripsi yang telah dipublikasikan, 

Program Strata-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum 

Universitas Hasanudin, 2013). hlm.4. 

perlui dijagai khususnyai olehi 

prajuriti TNIi itui sendiri.i  

Tentarai Nasionali Indonesiai 

sangati besari untuki mengawali 

dani menyelamatkani bangsai dani 

negarai TNIi merupakani suatui 

instansii yangi mempunyaii tingkati 

kedisiplinani yangi tinggi,i karenai 

memangi fungsii dani tugasi darii 

inii cukupi berat.2 

Persamaani kedudukani dalami 

hukumi dani pemerintahani 

tersebuti dapati mencakupi dalami 

kehidupani bermasyarakati yaitui 

terhadapi siapai yangi melanggari 

hukumi ataui pemerintahani yangi 

berlaku,i pastii akani mendapatkani 

sanksii yangi sesuaii dengani berati 

ringannyai pelanggarani hukumi itu. 

Di Indonesia sebagai Negara 

hukum didasarkan pada konsep 

hukum pancasila yang menjadi 

landasan konsep dan dasar 

                                                      
2
i Imanueli Marchel,i ‘Tinjauani Terhadapi 

Penjatuhani Sanksii Bagii Anggotai TNIi 

YangMelakukani Tindaki Pidanai Insubordanasi’i 

[2017],i Jurnali Hukumi -i Universitasi Atmai Jayai 

Yogyakarta.i i hlm.2. 
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kebijakan hukum. Teori negara 

hukum merupakan konsekuensi dari 

pilihan asas bangsa Indonesia atas 

hukum sebagaimana yang tersirat 

dalam jiwa falsafah bangsa 

Indonesia dan UUD 1945 tentang 

tujuan negara hukum Indonesia. 

Identitas negara hukum Indonesia 

bersumber dari nilai-nilai pancasila 

sebagai falsafah hidup berbangsa 

dan bernegara rakyat Indonesia.3 

Pasal 1 Bab I Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2014 tentang 

Hukum Disiplin Militer 

menyebutkan Militer adalah anggota 

kekuatan angkatan perang suatu 

negara yang diatur berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Hukum itu tidak memandang 

baik itu pejabat, rakyat biasa atau 

aparat pertahanan keamanan dan 

penegak hukum di Indonesia jika ia 

melanggar hukum maka akan 

mendapatkan sanksi sesuai dengan 

perbuatan yang dilakukan. 

Dibentuknya lembaga peradilan 

militer yaitu untuk menindak para 

prajurit TNI yang melakukan tindak 

pidana, menjadikan salah satu alat 

kontrol dalam menjalankan 

tugasnya. Sehingga dapat 

membentuk dan membina TNI yang 

kuat, profesional dan taat hukum . 

TNI terdiri dari 3 yaitu TNI terdiri 

dari tiga angkatan bersenjata yaitu 

TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut 

dan Angkatan Udara.  

Salah satu contoh kasus 

mengenai pencurian dengan 

                                                      
3
 Sahat Maruli T. Situmeang, ‘Penahanan 

Tersangka Diskresi dalam Proses Peradilan 

Pidana’, Logoz Publishing, Bandung, 2017, 

hlm.11. 

pemberatan yang dilakukan oleh 

prajurit TNI dan sipil sesuai dengan 

Putusan Pengadilan Militer II-09 

Bandung Nomor 85-K/PM.II-

09/AD/VII/2018. 

 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang 

dikemukakan diatas maka dapat 

disimpulkan rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana penegakan 

hukum terhadap Prajurit 

Tentara Nasional Indonesia 

yang melakukan pencurian 

dengan pemberatan? 

2. Bagaimana penerapan 

sanksi pidana bagi Prajurit 

Tentara Nasional Indonesia 

yang melakukan tindak 

pidana dengan pemberatan 

studi kasus putusan No.85-

K/PM.II-09/AD/VII/2018 di 

Pengadilan Militer II-09 

Bandung? 

 

B. METODE PENELITIAN  

 

Metode penelitian yang 

digunakan yaitu sebagai berikut, 

spesifikasi penelitian ini 

menggunakan Deskriptif Analitis 

yaitu dengan metode penelitian 

dengan cara memberikan data-data 

dan fakta bahan hukum primer, 

sekunder dan tersier. Metode 

pendekatan yang digunakan yaitu 

secara yuridis normatif yang 

menitikberatkan pada penelitian 

terhadap norma-norma hukum, 

kaidah hukum sedangkan studi 

lapangan digunakan untuk 

memperoleh data primer yang 
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diperoleh dari instansi dengan 

masalah penelitian. 

 

C. KAJIAN PUSTAKA 

 

Penegakani hukumi pidanai 

merupakani bagiani darii politiki 

kriminali sebagaii salahi satui 

bagiani darii keseluruhani 

kebijaksanaani penanggulangani 

kejahatan.i Penegakani hukumi 

pidanai bukani satu-satunyai 

tumpuani harapani untuki dapati 

menyelesaikani ataui 

menanggulangii kejahatani itui 

secarai tuntas.i Hali inii adalahi 

wajari karenai padai hakikatnyai 

kejahatani itui merupakani masalahi 

kemanusiaani dani masalahi sosiali 

yangi tidaki dapati diatasii semata-

matai dengani hukumi pidana.4 

Secarai sederhanai dapati 

dikemukakani bahwai hukumi 

pidanai merupakani hukumi yangi 

mengaturi tentangi perbuatan-

perbuatani yangi dilarangi olehi 

undang-undangi besertai sanksii 

pidanai yangi dapati dijatuhkani 

kepadai sii pelaku.i 5 

Kansili berpendapati mengenaii 

hukumi pidana: 

“Hukumi pidanai adalahi hukumi 

yangi mengaturi tentangi 

pelanggaran-pelanggarani dani 

kejahatan-kejahatani terhadapi 

kepentingani umum,i perbuatani 

manai diancami dengani hukumani 

yangi merupakani suatui 

penderitaani ataui siksaan”.6 

                                                      
4
i Musai Darwini Pane,i ‘Penggantii Kerugiani 

Negarai Dalami Tindaki Pidanai Korupsi’,i Logozi 

Publishing,i Bandung,i 2017,i hlm.48. 
5
i Bambangi Waluyo,i Pidanai dani Pemindanaan,i 

Sinari Grafika,i Jakarta,i 2008,i hlm.6. 
6
i Ibid.,i hlm.8. 

Dasari yangi pokoki dalami 

menjatuhii pidanai padai orangi 

yangi telahi melakukani perbuatani 

pidanai adalahi normai yangi tidaki 

tertulis.i Tidaki dipidanakani jikai 

tidaki adai kesalahan.i Ketentuani 

tersebuti diaturi dalami Pasali 1i 

ayati (1)i KUHPi menyebutkani 

bahwai “Suatui perbuatani tidaki 

dapati dipidana,i kecualii 

berdasarkani kekuatani ketentuani 

perundang-undangani pidanai yangi 

telahi ada” 

Menuruti tatai bahasai 

“pencurian”i berasali darii katai 

“curi”i berartii ambil,i dalami 

Kamusi Umumi Bahasai Indonesiai 

karangani Poerwadarmintai 

disebutkani “bahwai curii samai 

dengani maling,i mencurii berartii 

mengambili miliki orangi laini tidaki 

dengani jalani sah,i misalnyai iai 

dituduhi mencurii uang”.7 

Jenis-Jenisi Pencuriani dalami 

KUHPi yaitui sebagaii berikut: 

a. Pasali 362i KUHP 

i Tindaki Pidanai Pencuriani 

dalami Bentuki Pokok 

b. Pasali 363i KUHP 

Tindaki Pidanai Pencuriani 

dengani Unsur-Unsuri yangi 

Memberatkan 

c. Pasali 364i KUHPi  

Tindaki Pidanai Pencuriani 

Ringan 

d. Pasali 365i KUHPi  

Tindaki Pidanai Pencuriani 

Dengani Kekerasan 

                                                      
7
i Surahman,i ‘Tinjauani Yuridisi Terhadapi Deliki 

Pencuriani yangi Dilakukani Oknumi Anggotai 

Tentarai Nasionali Indonesia’i (Skripsii Yangi 

Telahi Dipublikasikan,i Programi Strata-1i Ilmui 

Hukum,i Fakultasi Hukumi Universitasi 

Hasanudin,i 2014),i Hlm.i 10. 
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e. Pasali 367i KUHPi  

Tindaki Pidanai Pencuriani 

Dalami Keluarga 

Tindaki pidanai dalami Kitabi 

Undang-Undangi Hukumi Acarai 

Pidanai Militeri dibedakani menjadii 

duai bagiani yaitui i sebagaii 

berikut:8 

a. Tindaki pidanai militeri murnii 

(Zuiveri Militairei Delict)i  

Tindaki pidanai militeri 

murnii adalahi suatui tindaki 

pidanai yangi hanyai dilakukani 

olehi seorangi militer,i karenai 

sifatnyai khususi militer.i 

Karenai mengaturi hal-hali yangi 

bersifati khususi itui makai 

hukumi pidanai militeri disebuti 

hukumi pidanai khusus.i 

Pengertiani khususi itui adalahi 

ketentuan-ketentuani itui hanyai 

berlakui bagii anggotai militeri 

sajai dani dii dalami keadaani 

tertentui pula. 

b. Tindaki Pidanai Militeri 

Campurani (Gemegdei Militerirei 

Delict) 

Tindaki pidanai militeri 

campurani merupakani i suatui 

perbuatani yangi terlarangi 

yangi sebenarnyai sudahi adai 

peraturannyai hanyai peraturani 

itui adai padai perundang-

undangani lain.i  

Sedangkani ancamani 

hukumannyai dirasakani i 

terlalui ringani apabilai 

perbuatani itui dilakukani 

                                                      
8
i Ummii Mufarrikah,i ‘Disparitasi Pidanai 

Terhadapi Tindaki Pidanai Pencuriani dengani 

Pemberatani yangi dilakukani olehi Prajuriti TNI’i 

(Skripsii yangi dipublikasikan,i programi Strata-1i 

Pendidikani Ilmui Hukum.i Fakultasi Hukumi 

Universitasi Negerii Semarang,i 2015),i hlm.40. 

seorangi militer.i Olehi karenai 

itui diaturi kembalii dii Hukumi 

Peradilani Militeri dengani 

ancamani hukumani yangi lebihi 

berati disesuaikani dengani 

kekhasani militer. 

Berdasarkani Undang-Undangi 

Nomori 31i Tahuni 1997i pasali 41,i 

Pengadilani Militeri mempunyaii 

kewenangan,i tugasi pokoki dani 

fungsi: 

a. Pada Tingkat Pertama memeriksa, 

dan memutus perkara pidana yang 

dilakukan oleh prajurit berpangkat 

Kapten ke bawah. 

b. Memeriksa, memutus dan 

menyelesaikan sengketa Tata Usaha 

Angkatan Bersenjata. 

c. Memeriksa dan memutus pada 

tingkat pertama perkara pidana 

yang telah diputus oleh Pengadilan 

Militer. 

d. Memutus pada tingkat pertama 

sengketa kewenangan mengadili 

antara Pengadilan Militer dalam 

daerah hukumnya. 

 

D. PEMBAHASAN 

 

1. Penegakani Hukumi 

Terhadapi Prajuriti Tentarai 

Nasionali Indonesiai Yangi 

Melakukani Pencuriani 

dengani Pemberatani  

 

Seorangi Prajuriti Tentarai 

Nasionali Indonesiai berkedudukani 

samai sepertii masyarakati umumi 

ataui sipili lainnya,i artinyai apabilai 

Prajuriti TNIi melakukani 

pelanggarani ataui melakukani 

tindaki pidanai makai Prajuriti 

tersebuti akani mendapatkani 
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sanksii sebagaimanai yangi diaturi 

dalami Undang-Undangi Dasari 

1945i Pasali 28i Di ayati 1i yaitu:i 

“Setiapi orangi berhaki atasi 

pengakuan,i jaminan,i 

perlindungan,i dani kepastiani 

hukumi yangi adili sertai perlakuani 

yangi samai dii hadapani hukum”. 

Bahkan sanksi terhadap 

pelaku pelanggaran atau tindak 

pidana bagi prajurit TNI akan 

dirasakan lebih berat daripada 

masyarakat umum atau sipil, hal ini 

disebabkan bahwa seorang prajurit 

TNI seyogyanya mengerti akan 

aturan-aturan, norma-norma yang 

telah mengikat kepada jati dirinya 

sebagai Prajurit TNI. 

Perkara Sertu Wahyudi 

nomor Putusan 85/K/PM.09-

AD/VII/208 ini merupakan tindak 

pidana campuran atau yang biasa 

disebut dalam KUHP adalah 

koneksitas.  

Menurut Pasal 89 KUHP 

pengertian koneksitas adalah 

sebagai berikut: 

“Tindak pidana yang dilakukan 

bersama-sama oleh mereka yang 

termasuk lingkungan peradilan 

umum dan lingkungan peradilan 

milliter, diperiksa dan diadili oleh 

pengadilan dalam lingkungan 

peradilan umum kecuali jika 

menurut keputusan Menteri 

Pertahanan dan Keamanan dengan 

persetujuan Menteri Kehakiman 

perkara itu harus diperiksa dan 

diadili oleh pengadilan dalam 

lingkungan peradilan militer” 

Masalahi mengenaii 

koneksitasi diaturi padai Pasali 89i 

sampaii dengani Pasali 94i Kitabi 

Undang-Undangi Hukumi Pidana.i 

Namuni sejaki tahuni 2000,i 

koneksitasi sudahi tidaki dipakaii 

lagii dii Indonesia.i Dikarenakani 

alasani prosesi yangi lama,i 

mengeluarkani biayai tidaki sedikiti 

yangi sangati bertentangani dengani 

asasi peradilani cepati sederhanai 

dani biayai yangi ringan. 

 

2. Penerapani Sanksii Pidanai 

bagii Prajuriti Tentarai 

Nasionali Indonesiai yangi 

Melakukani Tindaki Pidanai 

Pencuriani dengani 

Pemberatani Studii Kasusi 

Putusani Nomori 85-

K/PM.09/AD/VII/2018i dii 

Pengadilani Militeri II-09i 

Bandung. 

 

Perkarai Sertui Wahyudii 

nomori Putusani 85/K/PM.09-

AD/VII/208i tertanggali 23i 

Oktoberi 2018i bahwai yangi 

melakukani tindaki pidanai 

pencurian,i dimanai pencuriani 

dilakukani duai orangi ataui lebihi 

dengani carai bersekutui bersama-

samai dengani orangi umumi ataui 

sipil. 

Terdakwa Sertu Wahyudin 

setelah ia menyerahkan diri ke 

Datim Intel Korem 03/Sgj kemudian 

ditindak lanjuti dan langsung di BAP 

selanjutnya Denpom III/03 Cirebon 

melengkapi BAP dengan memeriksa 

para saksi dan tersangka, setelah 

lengkap berkas dilimpahkan ke 

Oditurat Militer II-08 Bandung dari 

oditurat Militer II-09 Bandung, 

kemudian disidangkan di Kodim 

0620  Sunan Gunung Jati Cirebon. 

Unsur-unsurnya yang 

didakwakan yaitu sebagai berikut; 
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1. Unsur kesatu adalah 

pencurian 

Bahwai “pencurian”i dengani 

tindaki pidanai pencuriani 

dengani unsuri pemberatani 

mempunyaii artii yangi samai 

dengani pencuriani dalami 

bentuki pokok,i akani tetapii 

pencuriani yangi ditambahi 

unsuri laini yangi telahi 

tercantumi Pasali 363i KUHPi 

yangi bersifati memberatkani 

pelaku,i sehinggai ancamani 

pidananyai lebihi berati darii 

pidanai pencuriani dalami 

bentuki pokok. 

Unsuri kei 1a :i barangi 

siapa 

Unsuri kei 1bi  :i mengambili 

barangi sesuatu 

Unsuri kei 1c :i yangi 

seluruhnyai ataui sebagiani 

miliki orangi lain 

Unsuri kei 1d :i dengani 

maksudi untuki dimilikii 

secarai melawani i i i i hukum 

1. Unsuri kedua,i yangi 

dilakukani olehi duai orangi 

ataui lebihi dengani bersekutu. 

Yangi dimaksudi dengani 

dilakukani olehi duai orangi 

ataui lebihi dengani bersekutui 

yaitui perbuatani tersebuti 

dilakukani olehi minimali 2i 

(dua)i orangi ataui lebih.i 

Bersekutui dalami hali inii 

tidaki diisyarakatkani 

diantarai merekai jauhi 

sebelumi tindakani tersebuti 

terjadi,i yangi pentingi bahwai 

padai saati tindakani 

dilakukani sudahi adai salingi 

pengertiani diantarai mereka,i 

kendatii tidaki terperinci,i lalui 

selanjutnyai bekerjai samai 

makai kerjai sama/bersekutui 

tersebuti telahi terjadi.i 

Dalami hali inii pencuriani 

dilakukani olehi Prajuriti TNii 

dani 3i orangi temani sipil. 

Setelah diperiksa, diadili dan 

diputus ternyata terdakwa dan 

teman sipil lainnya mengambil 

lempengan besi perahu yang sudah 

lama tidak bertuan. Peran Terdakwa 

adalah menyediakan mobil truk 

Engkel Mitsubishi Nopol E 8503 B, 

mengangkut potongan lempengan 

besi yang telah dipotong-potong 

oleh Saksi-1 (Sdr. Nana Suryana) 

dan Saksi-4 (Sdr. Sudirman) adalah 

Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdr. Yuyu 

Wahyudiana). Lempengani yangi 

diambili lakui terjuali ditaksiri 

beratnyai kurangi lebihi 5i kwintali 

dani diperkirakani hargai 

perkilonyai sejumlahi Rpi 2.500,00i 

(duai ribui limai ratusi rupiah),i 

apabilai terjuali diperkirakani 

hargai seluruhnyai kurangi lebihi 

sejumlahi Rpi 1.250.000,00i (satui 

jutai duai ratusi limai puluhi ribui 

rupiah). 

 

Penyidikan pada perkara ini 

hanya dilakukan saat itu masih 

statusnya sebagai Tersangka yaiu 

Sertu Wahyudin dan sampai 

disidangkan dan diputus pidana 

bersyarat, sedangkan kepada para 

pelaku tindak pidana lain yang 

masyarakat umum atau sipil tidak 

dilakukan penyelidikan dan 

penyidikan dengan alasan yang 

diambil yaitu barang berupa 

lempengan besi perahu yang sudah 

lama tidak bertuan (tidak ada 

pemiliknya) juga nilai yang dicuri 
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tidak melebihi sejumlah Rp 

2.500.000,000 (dua juta lima ratus 

ribu rupiah) karena berpatok 

kepada Peraturan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 02 

Tahun 2012 tentang Penyesuaian 

Batasan Tindak Pidana Ringan dan 

Jumlah Denda dalam KUHP. 

Setelahi Majelisi 

mempertimbangkani dalami hal-hali 

yangi meringankani dani 

memberatkani sifat,i hakekat,i 

akibati maupuni hal-hali yangi 

mempengaruhii perbuatannya,i 

makai memidanai Terdakwai Sertui 

Wahyudini dengani pidanai 

bersyarakati yaitui Pidanai Penjarai 

selamai 4i (empat)i bulani dengani 

masai percobaani 6i (enam)i bulan.i 

Dengani perintahi pidanai tersebuti 

tidaki usahi dijalani,i kecualii jikai 

dii kemudiani harii adai putusani 

Pengadilani yangi menentukani laini 

karenai terpidanai melakukani 

kejahatani ataui pelanggarani 

Disiplini Prajuriti TNI,i 

sebagaimanai tercantumi dalami 

Pasali 8i Undang-Undangi Republiki 

Indonesiai Nomori 25i Tahuni 2014i 

tentangi Hukumi Disiplini Militer,i 

sebelumi masai percobaani 

tersebuti habis. 

Pidana bersyarat tersebut 

dengan alasan demi kepentingan 

Militer karena tenaga dan pikiran 

terdakwa sangat diperlukan di 

kesatuan tempat terdakwa berdinas 

dibandingkan terdakwa menjalani 

pidana di Lembaga Pemasyarakatan 

Militer (LEMASMIL) agar tenaga 

Terpidana dapat dimanfaatkan di 

Kesatuan. 

Penulis beranggapan bahwa 

penerapan sanksi pidana yang 

dijatuhkan oleh Pengadilan Militer 

terhadap terpidana wahyudin 

sangat tidak sesuai, dengan alasan 

yaitu : 

a. Terpidana adalah seorang 

prajurit TNI yang mengerti akan 

peraturan-peraturan yang 

berlaku dan norma-norma yang 

melekat kepada dirinya, 

sehingga seyogyanya dijatuhi 

hukuman yang lebih berat. 

b. Tindaki Pidanai yangi dilakukani 

olehi terpidanai merupakani 

tindaki pidanai pencuriani 

dengani pemberatani dengani 

dilakukani olehi tigai orangi dani 

1i orangi prajuriti militeri 

(Pasali 362i joi 363i ayati (1)i 

angkai 4i KUHP). 

c. Tuntutani odituri militeri dirasai 

tidaki sesuaii dengani rasai 

keadilan,i dikarenakani 

tuntutani yangi diajukani 

kepadai hakimi pengadilani 

militeri hanyai empati bulani 

penjara,i padahali Pasali 140i 

Kitabi Undang-Undangi Hukumi 

Pidanai Militeri menyebutkani 

ancamani tindaki pidanai 

pencuriani yangi dilakukani 

olehi seorangi anggotai militeri 

adalahi tujuhi tahun.i  

d. Mengingati terpidanai adalahi 

seorangi militeri makai 

sekiranyai sanksi-sanksii 

pidanai yangi dicantumkani 

didalami Kitabi Undang-Undangi 

Hukumi Pidanai kurangi berati 

makai dapati ditambahi 

sepertigai (Pasali 52i Kitabi 

Undang-undangi Hukumi 

Pidana). 

e. Peraturani Mahkamahi Agungi 

RIi Nomori 2i Tahuni 2012i 
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seharusnyai tidaki diberlakukani 

terhadapi sii terpidana,i 

dikarenakani ancamani pidanai 

yangi diaturi didalami Pasali 

362i joi 363i ayati (1)i angkai 4i 

KUHPi yaitui tujuhi tahun. 

f. Peraturani Mahkamahi Agungi 

Nomori 2i Tahuni 2012i tidaki 

hanyai bersinggungani dengani 

Kitabi Undang-Undangi Hukumi 

Pidanai saja,i melainkani 

bersinggungani jugai dengani 

Pasali 205i Kitabi Undang-

Undangi Hukumi Acarai Pidana,i 

dalami kasusi tersebuti hakimi 

menjatuhkani pidanai bersyarati 

yaitui Pidanai Penjarai selamai 

4i (empat)i bulani dengani 

masai percobaani 6i (enam)i 

bulani dimanai hakimi tersebuti 

mempunyaii pertimbangani 

didasarkani padai barangi buktii 

yangi bernilaii kurangi darii duai 

jutai limai ratusi ribui rupiah,i 

padahali unsuri yangi palingi 

mendasari adalahi syarati 

dilakukannyai pemeriksaani 

tindaki pidanai ringani dii Pasali 

205i Kitabi Undang-Undangi 

Hukumi Acarai Pidanai i ialahi 

perkarai yangi diancami dengani 

pidanai penjarai ataui kurungani 

palingi lamai tigai bulan,i dani 

ataui dendai sebanyak-

banyaknyai tujuhi ribui limai 

ratusi rupiah,i unsuri yangi 

palingi pentingi yaitui ancamani 

hukumannyai tidaki lebihi darii 

tigai bulani dani darii pasali 

tersebuti tidaki terdapati unsuri 

nilaii barangi ataui uangi yangi 

dijadikani tindaki pidana,i 

melainkani yaitui dendai yangi 

tidaki melebihii tujuhi ribui 

limai ratusi rupiahi jikai 

dikalikani seribui menjadii 

tujuhi jutai limai ratusi ribui 

rupiah,i sehinggai tidaklahi 

tepati jikai terpidanai 

disidangkani dengani acarai 

pemeriksaani tindaki pidanai 

ringani padahali perkarai inii 

termasuki tindaki pidanai 

pencuriani dengani pemberatani 

dengani dilakukani olehi tigai 

orangi sipili dani 1i orangi 

prajuriti militeri (Pasali 362i joi 

363i ayati (1)i angkai 4i KUHP). 

 

E. SIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan yang telah diuraikan di 

atas, maka penulis dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut; 

1. Tindak pidana yang dilakukan 

oleh seorang militer dan 

beberapa orang sipil dalam 

perkara No.85-K/PM.II-

09/AD/VII/2018 di Pengadilan 

Militer II-09 ini bukan termasuk 

ke dalam perkara koneksitas 

karena sejak tahun 2000 

koneksitas sudah tidak dipakai 

lagi di Indonesia. Dikarenakan 

prosesnya tidak efesien, waktui 

lamai dani membutuhkani biayai 

yangi tidaki sedikit.i Perkarai 

tindaki pidanai yangi dilakukani 

bersama-samai olehi militeri 

dani sipili sekarangi langsungi 

diadilii dii pengadilani masing-

masing. 

2. Setelah diperiksa, diadili dan 

diputus ternyata terdakwa Sertu 

Wahyudin dan teman sipil 

lainnya mengambil lempengan 

yang sudah lama tidak bertuan,. 

Lempengan yang diambil laku 
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terjual ditaksir mencapai kurang 

lebih Rp.1.250.000,00 (satu juta 

lima ratus rupiah). Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 2 

Tahun 2012 tidak hanya 

bersinggungan dengan KUHP 

saja, melainkan bersinggungan 

juga dengan Pasal 205 KUHP, 

dalam kasus tersebut hakim 

menjatuhkan pidana bersyarat 

yaitu Pidana Penjara selama 4 

(empat) bulan dengan masa 

percobaan 6 (enam) bulan 

dimana hakim tersebut 

mempunyai pertimbangan 

didasarkan pada barang bukti 

yangi bernilaii kurangi darii duai 

jutai limai ratusi ribui rupiah,i 

padahali unsuri yangi palingi 

mendasari adalahi syarati 

dilakukannyai pemeriksaani 

tindaki pidanai ringani dii Pasali 

205i Kitabi Undang-Undangi 

Hukumi Acarai Pidanai ialahi 

perkarai yangi diancami dengani 

pidanai penjarai ataui kurungani 

palingi lamai tigai bulan,i dani 

ataui dendai sebanyak-

banyaknyai tujuhi ribui limai 

ratusi rupiah, unsur yang paling 

penting yaitu ancaman 

hukumannya tidak lebih dari 

tiga bulan dan dari pasal 

tersebut tidak terdapat unsur 

nilai barang atau uang yang 

dijadikan tindak pidana, 

melainkan yaitu denda yang 

tidak melebihi tujuh ribu lima 

ratus rupiah jika dikalikan 

seribu menjadi tujuh juta lima 

ratus ribu rupiah, sehingga 

tidaklah tepat jika terpidana 

disidangkan dengan acara 

pemeriksaan tindak pidana 

ringan tetapi tetap dimasukan 

kedalam tindak pidana murni. 
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